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KLASIFIKASI JEL: 
 

This research is conducted to analyze the the fixed asset 
accounting policies at KPPBC Type Madya Pabean C Pasar 
Baru Post Office for financial reports for the 2017-2018 
fiscal year. 
The research method used is through a qualitative 
approach. To support this research, data collection 
methods were carried out consisting of literature studies, 
field studies and interviews. 
The results of the study can be concluded that the 
application of fixed asset accounting at KPPBC TMP C 
Pasar Baru Post Office as a whole is in accordance with the 
fixed asset accounting policy, however there is a 
presentation and disclosure of fixed assets in the balance 
sheet and notes on financial statements that are still not in 
accordance with government accounting standards and 
statutory regulations.  
 

 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan 
kebijakan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya 
Pabean C Kantor Pos Pasar Baru untuk laporan keuangan 
periode tahun anggaran 2017-2018.  
Metode penelitian yang digunakan adalah melalui 
pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian 
tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang 
terdiri dari studi literatur, studi lapangan, dan wawancara.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar 
Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan 
akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan 
pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang 
masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah 
dan peraturan perundang-undangan. 
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1. PENDAHULUAN  
 

Masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan 
akan barang untuk menunjang kehidupan yakni 
sandang, pangan, dan papan. Namun, terdapat 
beberapa barang yang hanya bisa terpenuhi dengan 
melakukan importasi atau memasukkan barang 
tersebut ke dalam daerah pabean Indonesia 
(Krugman, Paul R. & Maurice Obstfeld, 2000). 
Kebutuhan atas barang tidak semuanya dapat 
terpenuhi dari dalam negeri atau domestik. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya 
adalah rendahnya kualitas barang domestik, tidak 
tersedianya barang secara domestik, dan harga 
barang dari luar negeri lebih murah. Oleh karena 
itu, beberapa lapisan masyarakat melakukan 
kegiatan importasi untuk memenuhi kebutuhan 
mereka.  

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian 
Keuangan berperan penting untuk mengeluarkan 
kebijakan mengenai kegiatan importasi. Hal 
tersebut perlu dilakukan untuk menunjang 
keberlangsungan iklim usaha yang adil antara 
berbagai stakeholder yang terdiri dari importir, 
konsumen, dan produsen barang sejenis di dalam 
negeri. Selain itu, kegiatan importasi dapat 
menunjang aktifitas negara melalui pendapatan 
negara (Mankiw, N. Gregory, 2012). Pengelolaan 
kegiatan importasi tersebut menjadi tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. 

Kegiatan importasi dapat dilakukan melalui 
berbagai jenis cara, diantaranya adalah melalui 
pengiriman peti kemas di pelabuhan, dibawa oleh 
penumpang dan awak sarana pengangkut, serta 
melalui barang kiriman pos. Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya 
Pabean C Kantor Pos Pasar Baru ditunjuk oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan 
pengawasan atas barang kiriman pos dari luar 
negeri untuk wilayah Jabodetabek dan Banten. 
Selain itu, kantor tersebut memberikan pelayanan 
terkait pengurusan izin importasi atas barang 
kiriman.   

Tugas dan fungsi KPPBC TMP C Kantor Pos 
Pasar Baru dalam pengawasan dan pelayanan 
importasi barang kiriman pos ditunjang oleh sarana 
dan prasarana yang memadai berupa persediaan 
barang maupun dengan aset tetap sesuai dengan 
peruntukannya (Ardhi, Fuji, 2017). KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru mengelola berbagai aset 
tetap, salah satunya peralatan dan mesin yang 
digunakan untuk menunjang operasional kantor, 
contohnya kendaraan dinas dan mesin x-ray. Aset 

tetap diperoleh melalui mekanisme pembelian 
maupun dengan cara transfer masuk yang 
dijelaskan secara teknis melalui Buletin Teknis 
(Bultek) Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap 
Berbasis Akrual yang disusun dan diterbitkan oleh 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 

Keberadaan aset tetap tersebut dicatat 
dengan proses pembukuan oleh KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru. Proses pembukuan tersebut 
dilakukan dengan cara pendaftaran dan pencatatan 
aset tetap, kemudian dicatat ke dalam Daftar 
Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan 
dan kodefikasi barang sesuai dengan PMK Nomor 
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang 
Milik Negara. Selanjutnya, dilakukan inventarisasi 
terhadap barang yang telah dibukukan sebelumnya. 
Inventarisasi ini dilakukan agar tercipta tertib 
administrasi aset tetap, serta memudahkan dalam 
pengawasan dan pengendalian aset tetap yang 
dikelola oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. 

Pengelolaan aset tetap oleh KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru telah dilakukan sesuai 
dengan kebijakan Akuntansi Aset Tetap. Hal ini agar 
aset tetap yang terdiri dari pengukuran dan 
penilaian aset tetap dilakukan secara andal dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, 
pemeliharaan dan perawatan dilakukan agar aset 
tetap yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Kantor Pos 
Pasar Baru dapat digunakan secara optimal. 
Sementara itu, pengelolaan aset tetap yang terdiri 
dari penghentian dan pelepasan aset tetap 
dilakukan atas aset yang tidak layak pakai, hilang, 
dilepas, atau habis masa manfaatnya.     

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam 
penerapan Akuntansi Aset Tetap pada KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru diantaranya adalah 
kurangnya pemahaman dari operator aplikasi 
keuangan terkait Akuntansi Aset Tetap. Pengelolaan 
aset tetap menjadi tanggung jawab subbagian 
umum. Pegawai yang ditugaskan sering kali 
merupakan pegawai baru dan minim pengalaman 
dalam pengelolaan aplikasi keuangan. Seiring 
dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya 
memahami pengelolaan aplikasi tersebut karena 
proses pembelajaran dengan bertanya pada 
pegawai sebelumnya, maupun dengan arahan dari 
atasan. Namun demikian, ketika mereka mulai 
memahami pengelolaan aplikasi keuangan tersebut, 
pegawai tersebut dipindahtugaskan ke bagian lain 
dan diganti dengan pagawai yang baru lagi sehingga 
masalah ini kembali terulang. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh 
Lauma et al. (2016) terhadap penerapan akuntansi 
aset tetap pada Pemda Kabupaten Bolaang 
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Mongondow berdasarkan SAP berbasis akrual 
melalui interview dan didukung data sekunder. 
Lebih lanjut, Engka et al. (2017) telah melakukan 
penelitian mengenai penerapan PSAP no.7 pada 
Badan Diklat Pemda Provinsi Sulawesi Utara yang 
mencakup klasifikasi, pengakuan dan pengukuran, 
pengeluaran, penyusutan, penghentian, pelepasan 
serta pengungkapan aset tetap. Sementara itu, 
Hammam (2017) menyatakan bahwa penerapan 
akuntansi aset tetap berbasis akrual membawa 
dampak positif terhadap menurunnya temuan 
pemeriksaan BPK khususnya terkait aset tetap. 

Selanjutnya, Ardhi dan Fuji (2017) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa tahapan 
pengelolaan akuntansi aset tetap merupakan hal 
yang penting dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. Pelaksanaannya disesuaikan 
dengan perkembangan yang ada, kemudian diatur 
dengan tujuan agar terciptanya kesepahaman dan 
keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan 
terutama pada bagian akuntansi aset tetap di 
tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun 
Kuasa Pengguna Barang (KPB). Lebih lanjut, 
pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
akuntansi aset tetap perlu diperhatikan agar risiko 
kesalahan dan penyalahgunaan dapat dihindari dan 
diatasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis 
tertarik untuk melakukan analisis terkait penerapan 
akuntansi aset tetap pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya 
Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. 

 

2. KERANGKA TEORI  

2.1. Dasar Hukum Akuntansi Aset Tetap 

Akuntansi pemerintah merupakan sebuah 
praktik akuntansi non komersial yang berfokus pada 
pengolahan keuangan negara mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan 
anggaran. Menurut Suryanovi (2004), “Akuntansi 
keuangan pemerintah pusat adalah suatu proses 
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, 
pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan 
kejadian keuangan pemerintah pusat”. Akuntansi 
pemerintah berpegang teguh pada prinsip-prinsip 
dasar akuntansi komersial kemudian disesuaikan 
agar sejalan dengan praktik dan kondisi organisasi 
pemerintahan. Adanya tiga paket peraturan 
pengelolaan keuangan negara yang mencakup 
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004, telah mendorong 
Pemerintah Indonesia melalui Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk melakukan 
pembenahan dalam pencatatan akuntansi dan 
pelaporan pengelolaan keuangan negara yaitu 
dengan diterbitkannya Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui 
penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). SAP merupakan acuan yang 
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 
pemerintah pusat maupun daerah. SAP dinyatakan 
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(PSAP) yang dilakukan penomoran untuk 
dikelompokkan berdasarkan jenis dan kategori. 
PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap mengatur 
mengenai aset tetap yang dijelaskan lebih lanjut 
tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, penilaian 
awal, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, 
penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan 
pengungkapan aset tetap.   

Kementerian Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara (BUN), mengatur pencatatan 
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 
dengan mengacu pada PMK Nomor 
224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah 
dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019. Dalam 
peraturan tersebut diatur mengenai definisi dan 
jenis-jenis aset tetap, pengakuan dan pengukuran 
aset tetap, penilaian awal dan pengeluaran aset 
tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta 
penyajian dan pengungkapan aset tetap.   

 
2.2. Pengertian Aset Tetap 

Aset tetap merupakan aset jangka panjang 
yang dimiliki oleh sebuah entitas akuntansi dan 
pelaporan keuangan yang dapat dimanfaatkan 
untuk menunjang kegiatan operasional entitas 
tersebut. Menurut Warren et al. (2011), aset tetap 
merupakan aset yang dimiliki dan digunakan dalam 
jangka panjang oleh perusahaan serta tidak 
dimaksudkan untuk dijual sebagai pemenuhan 
fungsi dari proses operasional entitas. PSAP Nomor 
07 tentang Aset Tetap dan PMK Nomor 
225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Pusat menjelaskan mengenai definisi 
dari aset tetap yakni aset berwujud yang memiliki 
masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan 
untuk kegiatan operasional pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh publik.  

Berdasarkan definisi dari beberapa sumber 
di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap 
digolongkan ke aset yang dapat diamati secara fisik 
untuk digunakan dalam jangka panjang, permanen, 
dan tidak diperjualbelikan karena digunakan untuk 
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menunjang operasional entitas serta mempunyai 
masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.   

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap 

3.1. Pengakuan dan klasifikasi aset tetap 

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menjelaskan 
bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat 
ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya 
dapat diukur secara andal. Menurut Fuji Ardhi 
(2017), keandalan dari pengakuan aset tetap dinilai 
dari adanya pertukaran transaksi yang dibuktikan 
dengan dokumen sumber atas pembelian aset tetap 
yang mengidentifikasikan cost secara komprehensif 
yang mencakup biaya pokok dan biaya lainnya 
sehingga aset tetap tersebut siap digunakan. 
Karakteristik dari aset tetap dapat diakui (PSAP 
Nomor 07) dengan beberapa kriteria yakni 
berwujud secara fisik, dapat digunakan dalam satu 
tahun lebih, biaya perolehan aset secara andal 
dapat diukur, diperoleh atau dibuat sendiri dengan 
tujuan untuk digunakan oleh entitas dan tidak 
dimaksudkan untuk dijual. 

Aset tetap menurut PSAP Nomor 07 tentang 
Aset Tetap dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan harus mempunyai wujud secara fisik. 
Entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan 
secara langsung maupun tidak langsung bagi 
kegiatan operasional pemerintah sehingga dapat 
ditentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat 
lebih dari satu tahun. Pengakuan aset tetap 
dilakukan setelah terdapat aliran manfaat ekonomi 
berupa pendapatan atau penghematan belanja 
pemerintah yang diperoleh oleh entitas. Kepastian 
aliran manfaat ekonomi masa datang tersedia jika 
manfaat dan resikonya telah diterima oleh entitas 
tersebut. 

Biaya perolehan aset tetap diukur dari 
beberapa biaya yang timbul akibat dari transaksi 
entitas tersebut. Biaya yang dapat dimasukkan ke 
dalam biaya perolehan aset tetap adalah harga aset 
tetap, biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya 
ujicoba, sehingga aset tetap tersebut dapat 
langsung digunakan oleh entitas. Keandalan dari 
biaya perolehan diperiksa dengan bukti pembelian 
atau bukti transaksi yang mengidentifikasikan 
biayanya. Pengukuran yang andal atas biaya dapat 
diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak 
eksternal dalam memperoleh bahan baku, tenaga 
kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses 
konstruksi untuk dibangun sendiri. Penggunaan aset 
tetap oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan 

operasional dan bukan dimaksudkan untuk dijual 
adalah tujuan utama dari perolehan aset tetap. 
Aset tetap diakui sangat andal apabila telah terjadi 
proses penerimaan barang atau penyerahan hak 
kepemilikannya dan/atau penguasaannya 
berpindah. Perpindahan kekuasaan atas aset tetap 
dapat dilakukan dengan menerbitkan Bukti Acara 
Serah Terima (BAST) yang sah dan perpindahan 
surat kepemilikan secara legal seperti bukti 
kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat 
tanah.  

Aset tetap diperoleh tidak hanya melalui 
pembelian, akan tetapi dapat diperoleh dengan 
transfer atau hibah langsung. Pengakuan dari aset 
tetap dari proses hibah langsung dimulai sejak 
diterbitkannya BAST aset tetap telah diterima dan 
Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung. 
Aset tetap yang diperoleh dengan transfer dimulai 
pengakuannya setelah adanya BAST aset tetap dan 
Bukti Acara Transfer. Aset tetap yang diperoleh 
dengan pertukaran aset antar entitas dapat diakui 
setelah BAST aset tetap terbit. 

Pengakuan aset tetap juga 
mempertimbangkan batas minimum kapitalisasi 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila 
nilai nominal perolehan suatu aset tetap di bawah 
batas minimum kapitalisasi maka aset tetap 
tersebut tidak diakui dan tidak disajikan sebagai 
aset tetap pada laporan keuangan. Terdapat 
pengecualian atas nilai satuan batas minimum 
kapitalisasi diantaranya, pengeluaran untuk 
jaringan, irigasi, tanah, jalan, dan aset tetap lainnya 
yang mencakup koleksi perpustakaan dan barang 
bercorak kesenian. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 
mengatur batas minimum kapitalisasi sampai 
dengan tahun anggaran 2017, diantaranya adalah 
pengeluaran senilai atau lebih dari Rp300.000 per 
satuan untuk peralatan, mesin dan peralatan olah 
raga dan pengeluaran senilai atau lebih dari 
Rp10.000.000 per satuan untuk gedung dan 
bangunan. 

Sementara itu, PMK Nomor 
181/PMK.06/2016 mengatur batas minimum 
kapitalisasi mulai tahun anggaran 2018 sampai 
dengan sekarang diantaranya adalah pengeluaran 
senilai atau lebih dari Rp1.000.000 per satuan untuk 
peralatan mesin, dan alat olahraga dan pengeluaran 
senilai atau lebih dari Rp25.000.000 per satuan 
untuk gedung dan bangunan. 

PSAP Nomor 08 menyatakan bahwa 
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dapat diakui 
apabila memiliki wujud dan adanya manfaat 
ekonomi di masa yang akan datang, serta biaya 
perolehan dapat dikukur secara andal dan 
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statusnya masih dalam tahap proses pengerjaan. 
Sementara itu, PSAP Nomor 07 memberikan 
gambaran yang jelas mengenai pengklasifikasian 
aset tetap yang didasari oleh kesamaan sifat dan 
fungsinya dalam aktivitas kegiatan operasional 
entitas. Pengklasifikasian aset tetap tersebut antara 
lain: 

 
1) Tanah 

Tanah adalah salah satu aset yang diperoleh 
dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 
digunakan untuk jaringan, bangunan, jalan, dan 
irigasi.  

 
2)  Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan Mesin adalah aset yang 
memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan 
dalam kondisi siap untuk digunakan serta memiliki 
nilai yang memenuhi batasan nilai satuan minimal 
kapitalisasi. Jenis dari peralatan dan mesin sangat 
bervariasi yang mencakup mesin-mesin dan 
kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris 
kantor, dan peralatan lainnya.  

 
3) Gedung dan Bangunan 

Gedung dan Bangunan merupakan aset 
dalam bentuk gedung dan bangunan yang 
mencakup perkantoran, gudang, tempat ibadah, 
menara, monument bersejarah, museum yang 
diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam 
kegiatan operasional pemerintahan serta dalam 
kondisi siap pakai. 

 
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan merupakan salah 
satu klasifikasi aset tetap yang diperoleh melalui 
pembangunan dan dimiliki dan/atau dikuasai oleh 
pemerintah dalam kondisi siap untuk digunakan. 
Pemanfaatan aset tersebut tidak hanya 
diperuntukan untuk kegiatan pemerintah 
melainkan dapat dimanfaatkan juga oleh publik. 
Sementara itu, tanah yang diperoleh untuk 
pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan tidak 
masuk ke dalam klasifikasi aset tetap berupa jalan, 
irigasi, dan jaringan. 

 
5) Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap 
yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
operasional pemerintahan dalam kondisi siap pakai 
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 
kelompok aset tetap sebagaimana disebut di atas. 
Aset Tetap Lainnya terdiri atas koleksi perpustakaan 

baik buku maupun selain buku, barang bercorak 
kesenian/ kebudayaan, ikan, hewan, dan tanaman. 
Kebijakan kapitalisasi aset tetap memberikan 
panduan untuk tidak disajikan di neraca dan 
menyajikannya secara ekstrakomptabel khusus 
untuk hewan, ikan, dan tanaman. Sementara itu, 
aset tetap renovasi masuk dalam klasifikasi aset 
tetap lainnya, apabila biaya yang ditimbulkan dari 
kegiatan renovasi aset tetap yang tidak dimiliki oleh 
entitas dan memenuhi batas minimum kapitalisasi 
aset sebagaimana diatur dalam peraturan 
pemerintah. 

 
6) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 

KDP terdiri atas gedung dan bangunan, 
tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan 
jaringan, serta aset tetap lainnya dimana perolehan 
dan/atau pembangunan aset tersebut masih dalam 
proses penyelesaian dalam periode waktu tertentu. 
Perolehan aset tersebut dapat dilakukan baik 
melalui pembangunan sendiri (swakelola) atau 
pihak ketiga dengan kontrak konstruksi, dimana 
kontrak konstruksi memerlukan suatu periode 
waktu tertentu, bisa kurang atau lebih dari satu 
periode akuntansi.  

 

3.2. Pengukuran aset tetap 

Aset tetap merupakan bagian dari keuangan 
negara yang dikelola agar dapat menunjukkan nilai 
kekayaan negara yang sesungguhnya. Aset tetap 
dinilai dengan biaya perolehan sebagaimana 
tercantum pada  PSAP Nomor 07 tentang Aset 
Tetap.  

Pengukuran aset tetap dapat dikatakan 
andal jika pertukaran memiliki bukti pembelian aset 
tetap yang biayanya teridentifikasi dengan baik. 
Aset tetap yang dikonstruksi/dibangun sendiri 
dapat diukur secara andal terhadap biaya yang 
diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak 
eksternal dalam perolehan bahan baku, tenaga 
kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses 
konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang 
dibangun dengan cara swakelola terdiri dari biaya 
langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung 
meliputi biaya tenaga kerja dan bahan baku. Biaya 
tidak langsung mencakup biaya perencanaan dan 
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa 
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi 
berkenaan dengan pembangunan aset tetap 
tersebut. 

Nilai wajar pada saat perolehan menjadi 
dasar dalam pengukuran aset tetap apabila tidak 
memungkinkan menggunakan biaya perolehan. 
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Sementara itu, komponen biaya yang dapat 
dikategorikan sebagai biaya perolehan suatu aset 
tetap terdiri atas harga pembelian, bea impor, biaya 
persiapan tempat, biaya pengiriman awal (initial 
delivery) dan biaya penyimpanan dan bongkar muat 
(handling cost), biaya pemasangan (installation 
cost), biaya jasa professional seperti arsitek dan 
insinyur, serta biaya konstruksi, sedangkan biaya 
yang tidak masuk dalam komponen biaya aset tetap 
mencakup biaya administrasi, biaya umum lainnya, 
biaya permulaan (start-up cost), dan pra produksi 
serupa jika tidak dapat didistribusikan secara 
langsung pada biaya perolehan aset tetap atau 
biaya tersebut tidak diperlukan dalam membawa 
aset ke kondisi kerjanya. Pengukuran yang andal 
atas aset tetap yang dikonstruksi/dibangun sendiri 
(KDP) yakni meliputi biaya yang diperoleh dari 
transaksi entitas dengan pihak eksternal untuk 
perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain 
yang digunakan dalam proses konstruksi). 

 

3.3. Perlakuan aset tetap setelah perolehan 

1) Penyusutan aset tetap 
Menurut PSAP Nomor 07 tentang Aset 

Tetap, bahwa selain tanah dan KDP, seluruh aset 
tetap dapat disusutkan menurut sifat dan 
karakteristik aset tersebut. Penyusutan aset tetap 
mempertimbangkan masa manfaat Aset Tetap yang 
mengacu pada KMK Nomor 59/KMK.06/2013 yang 
berlaku sampai dengan 22 November 2019 sebelum 
diterbitkannya KMK Nomor 295/KMK.06/2019 
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka 
Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap 
pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel 
masa manfaat dijelaskan seperti pada tabel 1. 

Penyusutan tersebut dapat dilakukan 
dengan menggunakan beberapa metode yang 
sistematis yang sesuai dengan masa manfaatnya. 
Metode penyusutan yang digunakan harus dapat 
menggambarkan manfaat ekonomis atau 
kemungkinan jasa yang akan mengalir ke 
pemerintah. Metode penyusutan yang 
diperbolehkan menurut SAP terdiri dari metode 
garis lurus (straight line method), metode saldo 
menurun ganda (double declining balance method), 
atau metode unit produksi (unit of production 
method). 

Tabel 1 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5 s.d. 40 tahun 

Aset Tetap Lainnya 4 tahun 
Sumber: diolah dari KMK Nomor 59/KMK/06/2013 

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, 
buku perpustakaan tidak disusutkan secara 
periodik. Penyajian aset tersebut dengan 
dihapuskan secara langsung pada saat aset tetap 
lainnya tersebut sudah tidak digunakan lagi. 

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 menetapkan 
metode penyusutan garis lurus (straight line 
method) sebagai metode untuk mengalokasikan 
nilai/besaran aset yang dapat didepresiasikan 
(depreciable amount) secara sistematis sepanjang 
umur aset. Metode garis lurus memberikan tarif 
penyusutan dengan jumlah besaran yang sama 
untuk setiap periode berdasarkan masa manfaat 
aset tetap. Rumusan penyusutan per periode 
adalah dengan membagi nilai yang dapat 
disusutkan dengan masa manfaat. Metode garis 
lurus dipilih oleh pemerintah karena 
kemudahannya dalam perhitungan dan penerapan, 
sehingga tidak membebani dan mengganggu entitas 
dalam penyajian dan analisa aset tetap. 

 
2) Pengeluaran setelah perolehan awal 

Aset tetap digunakan secara berkala setelah 
perolehan akan menimbulkan biaya seperti upgrade 
dan maintenance akan menambah kualitas dan 
masa manfaat aset tetap tersebut. Manfaat 
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 
penambahan kapasitas, peningkatan mutu 
produksi, atau peningkatan standar kinerja, serta 
dapat memperpanjang masa manfaat aset tetap 
yang diperoleh dari pengeluaran setelah perolehan 
awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai 
tercatat aset yang bersangkutan. Akan tetapi, 
penambahan ini tetap mempertimbangkan batas 
minimum kapitalisasi yang telah ditentukan. Entitas 
di pemerintah sangatlah beragam begitu pula 
dengan aset tetap yang mereka kelola. Kebijakan 
diberikan kepada entitas dapat menetapkan 
batasan jumlah tersebut dengan 
mempertimbangkan kondisi keuangan dan 
operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan 
jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) 
harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

3.4. Penghentian dan pelepasan aset tetap 

Aset tetap milik pemerintah diperoleh 
dengan tujuan untuk digunakan dalam mendukung 
kegiatan operasional atau untuk dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. Namun demikian, aset tetap 
harus dihentikan dari penggunaannya apabila 
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memenuhi kriteria dari ketentuan perundang-
undangan. Penjualan aset tetap, pertukaran dengan 
aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat 
aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap 
yang baru merupakan beberapa keadaan dan 
alasan penghentian aset tetap. Penghentian 
dilakukan terhadap aset tetap yang tidak memiliki 
masa manfaat ekonomi masa depan yang 
diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. 
Aset tetap hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat 
ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya 
harus dihentikan apabila suatu aset tetap tidak 
dapat digunakan karena beberapa faktor seperti 
aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, 
rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum 
Tata Ruang (RUTR), atau masa manfaatnya telah 
berakhir. Aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan aktif oleh pemerintah menyebabkan 
tidak terpenuhinya kriteria sebagai aset tetap 
sehingga harus dihapuskan. Penghapusan aset 
tetap tersebut harus berdasarkan penerbitan surat 
keputusan penghapusan aset tetap. Apabila surat 
keputusan tersebut belum diterbitkan, aset tetap 
yang sudah tidak digunakan tersebut dipindahkan 
ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya 
serta diungkapkan dalam CaLK. 

 

3.5. Penyajian dan pengungkapan aset tetap 

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan 
atau nilai wajar pada saat perolehan dan dilaporkan 
dalam neraca. Di dalam neraca, aset tetap termasuk 
bagian dari aset dan dikategorikan sebagai aset 
nonlancar. Informasi mengenai aset tetap selain 
disajikan dalam neraca, juga harus diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Pengungkapan yang ada di CaLK berfungsi sebagai 
informasi yang terinci yang menjelaskan kondisi 
aset tetap yang disajikan di neraca. Di dalam CaLK 
Laporan Keuangan harus diungkapkan pada masing-
masing bagian jenis aset tetap mengenai informasi 
yang terdiri dari dasar penilaian yang digunakan 
dalam menentukan nilai tercatat aset (carrying 
amount), rekonsiliasi nilai tercatat atas aset pada 
awal dan akhir periode yang menunjukkan 
penambahan aset, pelepasan aset, akumulasi 
penyusutan dan perubahan nilai aset apabila ada, 
dan mutasi aset tetap lainnya, serta informasi 
penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode 
penyusutan aset yang digunakan, masa manfaat 
aset atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai 
tercatat bruto atas aset dan akumulasi 
penyusutannya pada awal dan akhir periode. 

Sementara itu, suatu entitas harus 
mengungkapkan informasi mengenai KDP pada 
akhir periode akuntansi yang terdiri dari rincian 
kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut 
tingkat penyelesaian dan jangka waktu 
penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan 
sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah 
dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang 
muka kerja yang diberikan, dan retensi. 

Selanjutnya, laporan keuangan juga harus 
mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik 
atas aset tetap, kebijakan akuntansi dalam hal 
kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, 
jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam 
konstruksi dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset 
tetap. 

 
 

3.    METODE PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam rangka untuk 
membuat kajian ini adalah melalui pendekatan 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kegiatan 
penelitian pada kondisi objek ilmiah, dimana 
peneliti berperan penting dalam penelitian tersebut 
(Sugiyono, 2005). Lebih lanjut, Moleong (2014) 
dalam Niansyah et al (2018) menjelaskan bahwa 
penelitian kualitatif adalah untuk memperdalam 
pemahaman terkait fenomena yang terjadi secara 
komprehensif sebagai subjek penelitian yang 
dijelaskan dalam bentuk narasi secara ilmiah 
dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. 
Untuk menunjang penelitian tersebut digunakan 
instrumen pengumpulan data sebagai berikut: 

3.1. Studi Literatur 

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa studi 
literatur berkorelasi dengan penelitian secara 
teoritis dan sumber lain yang berkaitan dengan 
nilai, norma, dan budaya yang mengalami 
perkembangan dalam kondisi sosial yang sedang 
dikaji. Selanjutnya, Sugiyono (2013) memaparkan 
mengenai dokumen sebagai catatan histori yang 
sudah berlalu. Metode ini digunakan untuk 
mengumpulkan, membaca, dan mempelajari teori-
teori sebagai landasan dalam langkah penyusunan 
kajian ini yang bersumber dari buku-buku, undang-
Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, 
dan peraturan perundang-undangan lainnya, jurnal 
terkait, serta penelitian sebelumnya mengenai 
Tinjauan atas Aset Tetap di KPPBC Tipe Pratama 
Kantor Pos Pasar Baru (Fuji Ardhi, 2017). 
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3.2. Studi Lapangan 

Metode ini digunakan untuk melihat dan 
mengamati praktik kerja akuntasi yang dilakukan 
oleh pihak terkait khususnya yang melaksanakan 
penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada 
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam rangka 
untuk memperoleh data dan fakta yang akurat. 

3.3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab 
secara langsung dengan responden yang 
berkompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan untuk 
mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 
menunjang kegiatan penelitian.  

 

4. HASIL PENELITIAN  
 

4.1. Tinjauan atas Penerapan Peraturan Akuntansi 
Aset Tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos 
Pasar Baru 

Penerapan akuntansi aset tetap yang 
dilaksanakan pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar 
Baru mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 dan 
PMK Nomor 224/PMK.05/2016 untuk periode 
tahun anggaran 2017 dan 2018. Kebijakan yang 
baru diatur dalam aturan PMK Nomor 
224/PMK.05/2016 memberikan pemahaman terkait 
kepastian penyelenggaraan akuntansi dan 
pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip, 
aturan-aturan, dan praktik di lingkungan 
pemerintah pusat. Pendekatan penyusunan laporan 
keuangan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah 
baik secara manual maupun terkomputerisasi mulai 
dari pengumpulan dan pengolahan data, 
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan 
pelaporan posisi keuangan.   

Sistem Akuntansi Pemerintah telah 
dilakukan oleh entitas pemerintah melalui Sistem 
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan 
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam rangka untuk 
mengelola akuntansi aset tetap. SAIBA telah 
digunakan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
yang menghasilkan output laporan keuangan satker 
yang mencakup LRA, Neraca, LO, dan LPE. 
Sementara itu, SIMAK-BMN merupakan sistem yang 
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan 
aset lainnya untuk mendukung penyusunan neraca, 
laporan barang milik negara dan laporan manajerial 
lainnya.  

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah 
mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 
2010. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu 
pencatatan akuntansi yang mengakui adanya hak 
dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayarkan oleh entitas dan digunakan untuk 
mendukung penyusunan dan penyajian Neraca, LO, 
dan LPE. Sementara itu, akuntansi berbasis kas 
merupakan suatu pencatatan akuntansi pada saat 
kas atau setara kas diterima atau dibayarkan yang 
berasal dari suatu transaksi atau peristiwa lainnya 
dan digunakan untuk mendukung penyusunan dan 
penyajian LRA. 

 

4.2. Tinjauan atas Pengakuan dan Klasifikasi Aset 
Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru  

PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 
15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat 
manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan 
nilainya dapat diukur dengan handal dan memenuhi 
kriteria yang mencakup berwujud, masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya 
dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk 
dijual dalam operasi normal, dan diperoleh atau 
dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Pengakuan aset tetap selain memenuhi 
kriteria tersebut juga mempertimbangkan batas 
satuan minimum yang telah ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 
mengatur batas minimum kapitalisasi sampai 
dengan tahun anggaran 2017, sedangkan PMK 
Nomor 181/PMK.06/2016 memberikan penjelasan 
mengenai batas minimum kapitalisasi mulai tahun 
anggaran 2018 dengan nilai pengeluaran untuk per 
satuan peralatan mesin dan alat olahraga sebesar 
Rp1.000.000 atau lebih besar dan untuk gedung 
dan bangunan sebesar Rp25.000.000 atau lebih 
besar. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPBC TMP 
C Kantor Pos Pasar Baru telah sesuai dalam 
pengklasifikasian suatu aset tetap dan biaya yang 
dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Aset tetap 
yang diperoleh melalui transfer ataupun pembelian 
belanja modal memperhatikan masa ekonomi, 
memiliki wujud dan memberikan masa manfaat 
lebih dari satu tahun untuk menunjang operasional 
entitas sehingga kriteria pertama telah terpenuhi. 
Keterangan mengenai perolehan terdapat pada 
bukti pembelian dan tertuang juga dalam BAST 
yang dijadikan dasar dalam penentuan biaya 
perolehan aset tetap. Berdasarkan hal tersebut, 
kriteria biaya perolehan yang dapat diukur secara 
andal terpenuhi. Aset yang diperoleh selama tahun 
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anggaran 2017 dan 2018 ditujukan untuk 
mendukung kegiatan operasional kantor dan tidak 
untuk diperjualbelikan, sehingga kriteria keempat 
dan kelima dapat terpenuhi.  

Ketentuan mengenai pengakuan biaya 
perolehan aset tetap yang diperoleh dengan 
transfer maupun pembelian untuk tahun anggaran 
2017 sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh 
Menteri Keuangan, sedangkan untuk tahun 
anggaran 2018, terdapat kesalahan pengakuan 
biaya renovasi gedung yang dimasukkan ke dalam 
rincian pembelian peralatan dan mesin. Hal ini tidak 
sesuai dengan pengakuan biaya renovasi gedung 
yang seharusnya dimasukkan ke dalam catatan aset 
berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).  

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mulai 
mengakui sebagai aset tetap ketika SP2D 
diterbitkan atas aset tetap yang diperoleh apabila 
melalui mekanisme pembelian/belanja modal dan 
sesuai dengan tanggal BAST diterbitkan apabila aset 
tersebut diperoleh melalui transfer masuk. Hal 
tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang 
Aset Tetap paragraf 19 dan PMK Nomor 
224/PMK.05/2016 bagian pengakuan yang 
menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan 
sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat 
penguasaannya berpindah. 

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 
menggunakan aplikasi SIMAK-BMN untuk 
melakukan pencatatan aset tetap. Operator SIMAK-
BMN menngklasifikasikan aset tetap sesuai dengan 
kesamaan sifat atau fungsi dari aset tetap dalam hal 
aktivitas operasional. Hal tersebut sesuai dengan 
PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 7 yang 
menyatakan bahwa Aset tetap diklasifikasikan 
berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya 
dalam aktivitas operasi entitas. Dalam PSAP Nomor 
07 tentang Aset Tetap dinyatakan bahwa klasifikasi 
aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, 
aset tetap lainnya, dan KDP. 

Tanah ataupun gedung dan bangunan adalah 
aset tetap yang tidak dimiliki oleh KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru yang berlokasi di Gedung Pos 
Ibukota milik PT Pos Indonesia Regional IV Jakarta. 
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menggunakan 
fasilitas gedung dan bangunan diantaranya untuk 
fisik kantor, gudang Tempat Penimbunan 
Sementara (TPS), dan gudang Tempat Penimbunan 
Pabean (TPP). PT Pos Indonesia memberikan ijin 
penggunaan aset tetap mereka berupa gedung dan 
bangunan kepada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar 
Baru tanpa perjanjian sewa.  

Pada tahun 2018, KPPBC TMP C Kantor Pos 
Pasar Baru mengalami kenaikan tipologi kantor dari 
tipe pratama ke tipe madya berdasarkan PMK 
Nomor 88/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan 
Tata Kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC). Kenaikan tipologi ini 
menambah tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan oleh DJBC dalam pelaksanaan 
pengawasan dan pelayanan barang kiriman pos. 
Kenaikan tipologi mengakibatkan berubahnya 
struktur organisasi dan jumlah pegawai yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan tugas operasional. 
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mendukung 
kebijakan kenaikan tipologi tersebut dengan 
melakukan renovasi dan penambahan ruang di 
Gedung Pos Ibukota. Oleh karena itu, pada tahun 
2018 terdapat penambahan aset tetap sebesar 
Rp635.294.469 berupa KDP. 

Kendaraan dinas baik berupa mobil atau 
motor yang digunakan untuk operasional kantor, 
senjata api dinas berupa pistol, mesin x-ray, serta 
segala barang inventaris yang digunakan untuk 
mendukung administrasi kerja di kantor 
dikelompokkan dalam klasifikasi peralatan dan 
mesin. Selama tahun 2017 perolehan aset tetap 
pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru yang 
melalui mekanisme pembelian/belanja modal yang 
terdiri dari personal komputer, printer, barcode 
scanner, laptop, air conditioner, timbangan, meja 
kerja, dan kursi kerja telah sesuai 
pengklasifikasikannya yaitu ke dalam pos peralatan 
dan mesin.  

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah 
jenis aset tetap yang diperoleh melalui mekanisme 
pembelian/belanja modal terdiri dari komputer 
personal, printer, laptop, sound system, projector, 
screen projector, meja partisi, meja lipat, meja 
pelayanan, kursi kerja, kursi stacking, meja rapat, 
kursi rapat, lemari, sofa, air conditioner, standing 
Air conditioner, meja kerja, kursi tunggu, lemari 
obat, dan baby tafel. Pada tahun 2017 tidak 
terdapat transfer masuk ke KPPBC TMP C Kantor 
Pos Pasar Baru, sedangkan pada tahun 2018 aset 
tetap yang diperoleh melalui transfer masuk telah 
sesuai pengklasifikasikannya masuk ke dalam pos 
peralatan dan mesin. 

 
 

4.3. Tinjauan atas Pengukuran dan Penilaian Aset 
Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru  

Pengukuran merupakan proses 
ditetapkannya nilai uang untuk diakui dan 
dimasukkan ke setiap pos dalam laporan keuangan. 
Nilai perolehan historis merupakan metode yang 
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digunakan oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 
dalam menyusun dan menyajikan aset tetap dalam 
laporan keuangan. Lebih lanjut, Aset dicatat sebesar 
pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi 
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan 
untuk memperoleh aset tersebut. Pengukuran aset 
tetap menggunakan mata uang rupiah, sedangkan 
transaksi yang menggunakan mata uang asing 
ditranslasi terlebih dahulu ke dalam mata uang 
rupiah. 

Nilai yang tertera dalam dokumen SP2D 
merupakan dasar yang dipakai oleh KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru apabila aset tetap diperoleh 
dengan mekanisme pembelian/belanja modal. Jika 
aset tetap diperoleh dengan transfer, maka nilai 
yang tercatat pada entitas sebelumnya yang 
dituangkan dalam BAST digunakan dalam penilaian 
di laporan keuangan. Pengukuran aset tetap yang 
dilakukan oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 
telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap 
paragraf 20 yang menyatakan bahwa aset tetap 
dinilai dengan biaya perolehan. 

 
Tabel 2 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2017 

No.  Uraian Jumlah Satuan Nilai (Rp) 

1 Personal 
Computer 

5 Buah 38.800.000 

2 Printer 3 Buah 8.625.000 

3 Barcode 
Scanner 

15 Buah 47.650.000 

4 Laptop 1 Buah 4.929.000 

5 AC 2 Buah 15.950.000 

6 Timbangan 2 Buah 1.980.000 

7 Meja Kerja 10 Buah 15.950.000 

8 Kursi Kerja 10 Buah 9.900.000 

Jumlah 143.784.000 

Sumber: diolah dari CaLK KPPBC TMP C  
Kantor Pos Pasar Baru TA 2017 

 

Selama tahun 2017 terdapat rincian belanja 
modal di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 
berupa peralatan dan mesin dengan rincian yang 
dapat dilihat pada tabel 2. Selama tahun 2018 
terdapat pembelian aset tetap dengan mekanisme 
pembelian/belanja modal. Rincian tersebut dapat 
dilihat pada tabel 3. 
 
Tabel 3 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2018 

No. Uraian Jumlah Satuan Nilai (Rp)

1  Komputer Personal 12 Buah 121,440,000      

2  Printer 11 Buah 26,560,000        

3  Laptop 4 Buah 35,066,400        

4  Sound System 1 Buah 14,465,000        

5  Projector 1 Buah 9,393,890          

6  Screen Projector 1 Buah 6,610,010          

7  Pengadaan Meja Partisi 10 Buah 118,800,000      

8  Pengadaan Meja Lipat 10 Buah 26,329,600        

9
 Pengadaan Meja 

Pelayanan 
1 Buah 7,590,000          

10  Pengadaan Kursi Kerja 27 Buah 15,889,500        

11
 Pengadaan Kursi 

Stacking 
40 Buah 12,980,000        

12  Meja Rapat 3 Buah 28,600,000        

13  Kursi Rapat 33 Buah 45,960,000        

14  Pengadaan Lemari 5 Buah 13,345,000        

15  PengadaanSofa 5 Buah 24,500,000        

16  Pengadaan AC 10 Buah 67,641,530        

17  Standing AC 2 Buah 55,643,962        

18  Meja kerja 1 Buah 6,600,000          

19  Kursi Tunggu 4 Buah 16,940,000        

20  Lemari Obat 1 Buah 4,014,810          

21  Baby Tafel 1 Buah 2,145,000          

22  Biaya Renovasi gedung 1 Paket 635,294,469      

1,295,809,171   Jumlah
 

Sumber: diolah dari CaLK KPPBC TMP C  
Kantor Pos Pasar Baru TA 2018 

Seluruh nilai yang tertera pada rincian tabel 
III.2 dan tabel III.3 telah sesuai dengan SP2D terkait 
rincian pembelian/belanja modal aset tetap di 
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru selama TA 
2017 dan 2018. Pengakuan nilai tersebut harus 
sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan 
Barang Milik Negara terkait batas minimum 
kapitalisasi pada aset tetap berupa peralatan dan 
mesin sampai dengan TA 2017 yakni sebesar 
Rp300.000 dan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan 
Barang Milik Negara terkait batas minimum 
kapitalisasi mulai TA 2018 sebesar Rp1.000.000. 
Dengan demikian, jika harga perolehan dibawah 
batas minimum kapitalisasi maka barang tersebut 
tidak dapat diakui sebagai aset tetap namun tetap 
dapat diakui sebagai aset dan dicatat dalam laporan 
barang kuasa pengguna sebagai aset 
ekstrakomptable.   

 

4.4. Tinjauan atas Perlakuan Aset Tetap KPPBC 
TMP C Kantor Pos Pasar Baru  

Penyusutan menurut PMK Nomor 
65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik 
Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah 
Pusat merupakan sebuah pencatatan alokasi 
sistematis pada nilai aset tetap yang dapat 
disusutkan selama masa manfaat yang 
bersangkutan. Menurut PMK Nomor 
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65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik 
Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah 
Pusat, penyusutan aset tetap hanya menggunakan 
metode garis lurus saja, dengan mengalokasikan 
nilai aset yang dapat disusutkan secara merata 
setiap semester selama masa manfaat dan tanpa 
nilai residu. Penyusutan di KPPBC TMP C Kantor Pos 
Pasar Baru dilaksanakan dengan bantuan aplikasi 
SIMAK-BMN. Aplikasi ini menjalankan penyusutan 
secara otomatis pada aset tetap yang dimiliki oleh 
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Hal ini 
tentunya memudahkan operator SIMAK-BMN 
dalam menyelenggarakan penyusutan aset tetap 
sehingga hasil penyusutan akurat dan dapat 
meminimalisasi kesalahan pencatatan pada jumlah 
penyusutan maupun akumulasi penyusutan.   

Secara umum tidak terdapat permasalahan 
pada penyelenggaraan penyusutan di KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru. Tentunya hal ini karena 
sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang 
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap 
pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset 
tetap peralatan dan mesin TA 2017 sebesar 
Rp444.183.092 dan TA 2018 sebesar Rp770.940.068 
yang berarti terjadi kenaikan 76.56%. Perlakuan 
akuntansi pada nilai penyusutan tersebut telah 
sesuai dengan ketentuan mengenai akuntansi 
berbasis akrual yang diatur dalam PSAP Nomor 07 
tentang Aset Tetap paragraf 54 yaitu nilai 
penyusutan untuk masing-masing periode diakui 
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam 
neraca dan beban penyusutan dalam laporan 
operasional.  

 

4.5. Tinjauan atas Penghentian dan Pelepasan 
Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar 
Baru  

Aset tetap memiliki salah satu kriteria yakni 
dibangun untuk digunakan. Aset tetap tersebut 
selama masa penggunaan mengalami penyusutan 
dan ada masa dimana aset tetap tersebut tidak 
dapat digunakan atau tidak layak pakai lagi. 
Penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan 
setelah mempertimbangkan apakah kelayakan aset 
tetap masih dapat dipenuhi sebagaimana diatur 
pada PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap. 
Penghentian aset tetap tersebut diawali dengan 
pernyataan kondisi rusak berat berdasarkan Surat 
Keterangan Rusak Berat yang diterbitkan oleh 
Kuasa Pengguna Barang dan kemudian 
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat 
Keterangan Penghentian Penggunaan oleh Kuasa 

Pengguna Barang serta mereklasifikasinya ke aset 
lainnya. 

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 
menghentikan dan melepas aset tetap sebesar 
Rp16.791.000 selama TA 2017. Kemudian, selama 
tahun 2018 terdapat mutasi tambah sebesar 
Rp359.697.595 dan mutasi kurang sebesar 
Rp357.659.720 sehingga total aset tetap yang 
dihentikan dari penggunaan operasional 
pemerintah adalah sebesar Rp18.828.875 pada TA 
2018. Perlakuan aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan operasional pemerintah pada TA 2017 
dan 2018 telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 
tentang Aset Tetap paragraf 77 yakni suatu aset 
tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau 
apabila aset secara permanen dihentikan 
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi 
masa yang akan datang. Kegiatan penghentian dan 
pelepasan aset tetap pada TA 2017 dan 2018 jika 
dibandingkan dengan TA 2016 dilakukan dengan 
lebih baik karena pada TA 2016 tidak ada kegiatan 
penghentian dan pelepasan. Hal ini mengakibatkan 
ketidaksesuaian menurut penelitian sebelumnya 
yakni dengan opini penulis (Ardhi, Fuji, 2017). 
Beliau berpendapat bahwa tidak dapat menyatakan 
kesesuaian atas kegiatan penghentian dan 
pelepasan aset tetap dengan PSAP Nomor 07 
tentang Aset Tetap paragraf 78. Proses penghentian 
dan pelepasan aset tetap dilakukan sebagai upaya 
dalam melakukan implementasi PSAP Nomor 07 
tentang Aset Tetap paragraf 79 yakni aset tetap 
yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus 
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya. 

 

4.6. Tinjauan atas Penyajian dan Pengungkapan 
Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar 
Baru  

Periode tahun anggaran entitas keuangan 
pemerintah berakhir pada 31 Desember pada setiap 
tahunnya. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 
telah membuat laporan keuangan setelah periode 
tahun anggaran berakhir sebagai sebuah bentuk 
pertenggungjawaban dalam mengelola keuangan 
negara. Setelah TA 2017 dan 2018, KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru membuat laporan keuangan 
entitas pemerintah pusat berupa Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). Aset tetap yang dikelola oleh 
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru disajikan sesuai 
dengan Tabel II.2 mengenai daftar aset selama TA 
2017 dan 2018 di bagian data dan fakta. Namun 
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berdasarkan CaLK yang telah diterbitkan KPPBC 
TMP C Kantor Pos Pasar Baru, terdapat kekurangan 
dan kesalahan pada informasi yang disajikan. 

Berdasarkan PSAP Nomor 07 tentang Aset 
Tetap, terdapat kesalahan dalam penyajian 
informasi aset tetap pada Laporan Keuangan dan 
CaLK KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru pada TA 
2018. Kesalahan penyajian tersebut diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Nilai Peralatan dan Mesin di neraca sebesar 

Rp8.051.097.869 tidak sesuai dengan nilai di 
CaLK dan CaLBMN sebesar Rp8.050.699.869 
sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp398.000 
pada akun aset tetap Peralatan dan Mesin. 

2. Terdapat beda nilai Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap di neraca sebesar Rp5.607.640.517 
sedangkan di CaLK dan CaLBMN sebesar 
5.607.242.517 sehingga pada akun Akumulasi 
Penyusutan Aset Tetap terjadi kenaikan 
sebesar Rp398.000. Jika ditelusuri lebih lanjut 
hal ini disebabkan adanya overvalue penyajian 
di subpos peralatan komputer. 

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah 
selesai pengerjaannya dan direklasifikasi ke 
Aset Tetap Lainnya, disajikan sebagai 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Sehingga 
terdapat 2 (dua) akun dengan nama Akumulasi 
Penyusutan Aset Tetap. Seharusnya akun 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar 
Rp635.294.469 merupakan akun Aset tetap 
lainnya. 

4. Penyajian biaya renovasi gedung yang 
merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
dimasukkan sebagai biaya renovasi gedung di 
rincian pembelian peralatan dan mesin dan 
tidak dimunculkan di catatan aset tetap 
lainnya. 

Kesalahan dalam penyajian yang dibuktikan 
dengan perbandingan pada CaLBMN TA 2018 dan 
2017, lembar SPM dan SP2D merupakan hasil 
penelitian, dalam hal ini menjelaskan   data   hasil 
riset   dan   deskripsi analisis yang menjawab 
beberapa pertanyaan pada pokok masalah. 
 
 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN  
 

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisis atas penerapan akuntansi aset 
tetap (PSAP Nomor 07) pada Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kantor Pos 
Pasar Baru dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengakui 

aset tetap pada saat aset tetap tersebut telah 

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 
dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 
Pengakuan aset tetap diperoleh melalui 
mekanisme pembelian pada saat disahkannya 
dokumen SP2D, sedangkan aset tetap yang 
diperoleh melalui mekanisme transfer masuk 
diakui ketika diterbitkannya Berita Acara Serah 
Terima (BAST) aset tersebut. Penerapan 
pengakuan atas aset tetap tersebut telah sesuai 
dengan PSAP 07 paragraf 19. 

2. Pengakuan aset tetap telah memenuhi kriteria 
yang terdiri dari berwujud, memiliki masa 
manfaat lebih dari satu tahun, biaya perolehan 
aset dapat diukur secara andal, tidak 
dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 
entitas, dan diperoleh/dibangun dengan maksud 
untuk digunakan (PSAP Nomor 07 tentang Aset 
Tetap paragraf 15). Sementara itu, 
pengklasifikasian aset tetap telah sesuai dengan 
PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 7, 
yaitu aset tetap diklasifikasikan berdasarkan 
kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas 
operasi entitas, yang terdiri dari tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan 
KDP. 

3. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru melakukan 
penilaian aset tetap yang diperoleh baik melalui 
mekanisme pembelian maupun melalui 
mekanisme transfer masuk berdasarkan harga 
perolehan. Hal tersebut sesuai dengan PSAP 
Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 20 yang 
menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan 
biaya perolehan. 

4. Perhitungan penyusutan yang dilakukan atas 
aset tetap di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar 
Baru menggunakan aplikasi SIMAK-BMN yang 
telah sesuai dengan PMK Nomor 
65/PMK.06/2017. Penyusutan dilakukan secara 
sistematis oleh aplikasi SIMAK-BMN dengan 
menambahkan akumulasi penyusutan aset tetap 
yang akan mengurangi nilai aset tetap di neraca 
dan akun beban penyusutan akan bertambah 
nilainya dalam laporan operasional.  

5. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah 
melakukan kegiatan penghentian dan pelepasan 
aset tetap pada TA 2017 dan 2018 sesuai 
dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap 
paragraf 77 yakni sebesar Rp16.791.000 selama 
TA 2017 dan sebesar Rp18.828.875 selama TA 
2018. Penghentian aset tetap dilakukan melalui 
penghapusan dari neraca pada saat dilepaskan 
atau aset dihentikan penggunaannya secara 
permanen dan tidak terdapat manfaat ekonomi 
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di masa yang akan datang. Kegiatan 
penghentian dan pelepasan aset tetap pada TA 
2017 dan 2018 jika dibandingkan dengan TA 
2016 dilakukan dengan lebih baik. KPPBC TMP C 
Kantor Pos Pasar Baru pada TA 2016 tidak 
melakukan penghentian dan pelepasan aset, 
sehingga pada penelitian Fuji Ardhi (2017) yakni 
Tinjauan atas Akuntansi Aset Tetap pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Pratama Kantor Pos Pasar Baru pada tahun 2017 
tidak memberikan pernyataan kesesuaian atas 
kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap 
dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap 
paragraf 79.  

6. Penyajian dan pengungkapan aset tetap di 
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru belum 
cukup memenuhi ketentuan sesuai dengan PSAP 
Nomor 07 tentang Aset Tetap. Kesalahan dalam 
penyajian diantaranya mengakibatkan 
ketidaksesuaian sebagai berikut: 
a) Penyajian aset tetap dan akumulasi 

penyusutan aset tetap di neraca 
mengakibatkan adanya selisih Rp398.000 jika 
dibandingkan dengan CaLK dan CaLBMN 
pada tahun 2018. 

b) KDP yang telah selesai disajikan sebagai akun 
akumulasi penyusutan aset tetap, sehingga 
terdapat dua akun akumulasi penyusutan 
aset tetap dengan besaran nilai yang 
berbeda di neraca. 

c) Biaya renovasi gedung dalam CaLK disajikan 
dalam bagian rincian pembelian peralatan 
dan mesin.  

5.2. Saran 

Penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC 
TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan 
telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap. 
Namun demikian, terdapat penyajian dan 
pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK 
yang masih belum sesuai dengan PMK Nomor 
224/PMK.05/2016. Hal tersebut disebabkan adanya 
ketidaktelitian dari operator serta tidak adanya 
review dari pejabat yang berwenang. Selain itu, 
faktor dari ketidaktelitian tersebut disebabkan 
adanya pergantian operator lama yang sudah 
paham digantikan dengan operator baru yang 
kurang berpengalaman dalam pengelolaan 
akuntansi di tingkat instansi pemerintah. Di masa 
mendatang, diharapkan penyajian informasi dalam 
CaLK agar dapat dilakukan lebih teliti lagi dan 
disertai review oleh pejabat atas hasil kerja 
operator dalam penyusunan laporan keuangan, 

sehingga salah saji dalam penyajian laporan 
keuangan dapat diminimalisasi. 
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